KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 897/04-G/HK/2023
TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN,
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil prakiraan musim kemarau dari
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Provinsi Bali
mengalami kekeringan dalam kurun waktu yang cukup lama
dan Dberpotensi menimbulkan kekurangan air Dbersih,
kebakaran hutan dan lahan;

b. bahwa sesuai Surat Kepala Balai Besar Meteorologi
dan Geofisika Wilayah III Denpasar Nomor: T/ME.02.04/
074/KBB3/X/2023 tanggal 1 Oktober 2023 Hal: Peringatan
Dini Waspada Karhutla dan Curah Hujan Tinggi pada
Dasarian I Oktober 2023;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, penentuan status keadaan darurat
bencana untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden,
tingkat Provinsi oleh Gubernur dan Kabupaten/Kota oleh
Bupati/Walikota,;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c¢, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Siaga
Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan
di Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



2.

10.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

’

. Undang-Undang ~ Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 687 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5)

’



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

%1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
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12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 11};

MEMUTUSKAN:

: Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan

» D 3 s 2 1’ A " Q + (A + 1 .
di Provinsi Bali dalam Status Siaga Darurat untuk wilayah:

a. Kabupaten Badung;
b.Kabupaten Bangli;

c. Kabupaten Buleleng;
d.Kabupaten Gianyar;

e. Kabupaten Jembrana;

f. Kabupaten Karangasem,;
g. Kabupaten Klungkung;
h.Kabupaten Tabanan; dan
i. Kota Denpasar.

: Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan

Lahan di Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud dalam diktum
Kesatu, terhitung sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan
1 November 2023 dan dapat diperpanjang atau diperpendek
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan darurat bencana.

: Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
se-Bali Tahun Anggaran 2023; dan

d. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



KEEMPAT . Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkafi di Bali
_pada tanggal 19 Oktober 2023

~ “pj~ GUBERNUR BALI,

./ 'S:M. MAHENDRA JAYA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di J akarta,

Ketua DPRD Provinsi Bali di Balj,

Bupati/Walikota se-Bali di Bali;

Inspektur Daerah Provinsi Bali di Balj;

Kepala Bappeda Provinsi Bali di Bali;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali:
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
di Balj;

9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali; dan

10. Arsip.
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